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Organisasi Perangkat

Tindak Lanjut

No | Urusan Pemerintahan Daerah Pelaksana Kebijakan Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan Target Pagu Realisasi Permasalahan Upaya Mengatasi Permasalahan Rekomendasi DPRD
1 |BIDANG DINAS LINGKUNGAN 1. Peningkatan upaya
PERTANAHAN HIDUP DAN PERTANAHAN |pengendalian pencemaran URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Rp 668.805.381,00 | Rp 492.392.245,00
serta pemantauan kualitas I. PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK
lingkungan hidup pada media KEPENTINGAN UMUM 100% Rp 192.719.597,00 | Rp 72.774.785,00
\dnah,.am udara dan laut, A. P pan Lokasi F Tanah Untuk penilaian appraisal pertanahan,|Perlu dipastikan kelengkapan dan
E;T:IEI\EZ: ﬁsgﬁf&z‘:n dan/atau untuk Kepentingan di Wilayah dokumen belum memenuhi keabsahan dokumen.
2. Peningkatan perencanaan dan Provinsi 38% Rp 192.719.597,00 | Rp 72.774.785,00 |Persyaratan untuk penilaian.
penataan lingkungan diarahkan
pada kualitas penyusunan,
penetapan, dan penerapan 1. Koordinasi Pelaksanaan
Rencana Perlindungan dan Pengadaan Tanah untuk 3 Dokumen Rp 192.719.597,00 | Rp 72.774.785,00
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepentingan Umum
(RPPLH), Penetapan dan I PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA
Pelaksanaan Kajian Lingkungan TANAH GARAPAN 100% Rp 50.079.435,00 | Rp 48.482.000,00
Hidup (KLHS),
penetapan dan pelaksanaan A. Penyelesaian Sengketa Tanah
AMDAL dan UKL/UPL; Garapan Lintas Daerah Kabupaten/ 100% Rp 50.079.435,00 | Rp 48.482.000,00
3. Konservasi sumber daya Kota dalam Satu Daerah Provinsi
Iziirl‘arl?l,]:erlln:.:nga; hk d 1. Mediasi Penyelesaian Kasus
gkungan hidup clarahkan pada Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota 4 Berita Acara Rp 50.079.435,00 | Rp 48.482.000,00
ruang terb.ubka hlja.u’ konlsen/asl, dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
g::"rbeur:as!z?:i: \g:iza:amai' '[ W PROGRAM PENYELESAIAN GANTI 100% R 88.381.493,00 | R| 70.074.998,00
’ " KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH ° P -301.495, P -074.998,
A. Penyelesaian Masalah Ganti
Kerugian dan Santunan Tanah untuk o
Pembangunan Oleh Pemerintah 100% Rp 88.381.493,00 | Rp 70.074.998,00
Daerah Provinsi
1. Koordinasi dan Sinkronisasi 1 Dokumen
Penyelesaian Masalah Ganti
Kerugian dan Santunan Tanah Rp 41.906.000,00 | Rp 35.217.851,00
untuk Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi
2. Penyelesaian Santunan Tanah 1 Laporan Rp 46.475.493,00f Rp 34.857.147,00
untuk Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi
IV. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN
GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN 100% Rp 113.216.966,00 | Rp 105.351.722,00
MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
A. Penetapan Subyek dan Obyek
x:f;;’:’e‘:’s/;(z::Z’;I';',""':s(sojz)’a" 100% Rp 113.216.966,00 | Rp 105.351.722,00
Daerah Provinsi
1. Koordinasi Penetapan Redistribusi 1 Dokumen Rp 25.891.963,00 | Rp 23.123.874,00
Tanah Objek Reforma Agraria
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi 1 Berita Acara Rp 61.433.040,00 | Rp 57.395.604,00
Penataan Akses dalam
Pemanfaatan Redistribusi Tanah
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3. Koordinasi dalam rangka Penataan 1 Berita Acara Rp 25.891.963,00] Rp 24.832.244,00
Aset Reforma Agraria
V. PROGRAM PENGELOLAAN TANAH
KOSONG 100% Rp 143.640.445,00 | Rp 122.421.677,00
A. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong 100% Rp 80.883.445,00 | Rp 70.247.019,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Rp 80.883.445,00 | Rp 70.247.019,00
1. Penyelesaian Tanah Kosong di 1 Laporan
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
B. I isasi dan P fe
100% Rp 62.757.000,00 | Rp 52.174.658,00

Tanah Kosong




2 |BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKUNGAN

HIDUP DAN PERTANAHAN

Optimalisasi penyelenggaraan
fungsi pengendalian internal
untuk Indeks Tertib Administrasi
Pertanahan.

Pelaksanaan Inventarisasi Tanah 1 Laporan Rp 62.757.000,00 | Rp 52.174.658,00
Kosong
VI. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
100% Rp 80.767.445,00 | Rp 73.287.063,00
A. Perencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya lintas daerah
Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah 100% Rp 80.767.445,00 | Rp 73.287.063,00
Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi 1 Dokumen Rp 80.767.445,00 | Rp 73.287.063,00
1. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
Kewenangan Provinsi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Rp 51.251.268.531,00 | Rp 48.718.311.887,00
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Rp 47.401.945.272,50 | Rp 45.307.018.765,00
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100%
A. Perencanaan, Penganggaran, dan Rp 204.209.160,00 | Rp 185.628.222,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100%
1. Penyusunan Dokumen Rp 29.352.333,00 | Rp 24.385.000,00
2 Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Rp 71.376.663,00 | Rp 61.374.411,00
Laporan Capaian Kinerja dan 4 Laporan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan Rp 103.480.164,00 | Rp 99.868.811,00
B. Admini i K Py gk 100 Rp 13.357.560.000,00 | Rp 11.929.572.757,00
Daerah %
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Rp 13.103.360.000,00 | Rp 11.704.828.302,00
ASN 69 OB
2. Penyediaan Administrasi Rp 227.200.000,00 | Rp 199.990.000,00
1 Dokumen
Pelaksanaan Tugas ASN
3 Koordinasi dan Penyusunan Rp 27.000.000,00| Rp 24.754.455,00
Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan
SKPD
C. Administrasi Barang Milik Daerah Rp 9.426.000,00 | Rp 7.350.000,00
Pada Perangkat Daerah 100%
1. Penyusunan Perencanaan Rp 3.142.000,00 | Rp 2.400.000,00
Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen
SKPD
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Rp 3.142.000,00 | Rp 2.550.000,00
Laporan Barang Milik Daerah pada 1 Laporan
SKPD
3. Penatausahaan Barang Milik 1 Laporan Rp 3.142.000,00 | Rp 2.400.000,00
Daerah Pada SKPD
D.  Admini i Ker ian F g Rp 81.904.000,00 | Rp 61.615.271,00
Daerah 100%
1. Pepgadaan Pakaian Dinas beserta 0 Paket Rp -|Rp -
Atribut Kelengkapannya
2. Pendataan dan Pengolahan Rp 46.904.000,00 | Rp 44.615.271,00
. : . 2 Dokumen
Administrasi Kepegawaian
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Rp 35.000.000,00 | Rp 17.000.000,00
N 7 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
E  Admini i Umum F g Rp 795.353.056,00 | Rp 614.728.367,00
Daerah 100%
1. Penyediaan Komponen Instalasi Rp 12.000.000,00 | Rp 10.725.120,00
Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket
Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Rp 51.000.000,00 | Rp 41.498.617,00
3 Paket
Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 Paket Rp 224.215.056,00 | Rp 61.344.000,00
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Rp 17.500.000,00 | Rp 17.251.000,00
2 Paket
Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Rp 30.000.000,00 | Rp 29.539.204,00
1 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 1 Laporan Rp 329.968.000,00 | Rp 328.961.332,00

dan Konsultasi SKPD




7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada Rp 25.328.000,00 | Rp 23.641.299,00
SKPD 1 Dokumen
8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Rp 105.342.000,00 | Rp 101.767.795,00
Pemerintah Berbasis Elektronik 1 Dokumen
pada SKPD
F. Pengadaan Barang Milik Daerah Rp -|Rp -
Penunjang Urusan Pemerintah 100%
Daerah
1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Rp -|Rp -
Dinas atau Kendaraan Dinas 0 Unit
Jabatan
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Rp -|Rp -
Operasional atau Lapangan 0 Unit
3. Pengadaan Mebel Rp -|Rp -
0 Paket
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin 0 Unit Rp -|Rp -
G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Rp 1.255.576.800,00 | Rp 1.013.987.169,00
Pemerintahan 100%
Daerah
1. Penyediaan Jasa Surat 1 Laporan Rp -|Rp -
Menyurat
2. Penyediaan Jasa Rp 359.000.000,00 | Rp 286.032.464,00
Komunikasi, Sumber 1 Laporan
Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Rp 4.000.000,00 | Rp 3.540.000,00
1 Laporan
Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Rp 892.576.800,00 | Rp 724.414.705,00
1 Laporan
Pelayanan Umum Kantor
H  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Rp 425.706.500,00 | Rp 390.310.056,00
Penunjang Urusan Pemerintahan 100%
Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Rp 51.000.000,00 | Rp 50.896.217,00
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit
Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Rp 304.706.500,00 | Rp 270.228.300,00
g'a.ya. Pemeliharaan, Pajak dan 23 Unit (12 mobil, 11 motor)
erizinan Kendaraan Operasional
atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20 Unit Rp 70.000.000,00 | Rp 69.185.539,00
Lainnya
4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung . Rp -|Rp -
. 1 Unit
Kantor atau Bangunan Lainnya
1 Peningkatan Pelayanan BLUD 100% Rp 31.272.209.756,50 | Rp 31.103.826.923,00
1. Pelayanan dan Penunjang " . Rp 31.272.209.756,50 | Rp 31.103.826.923,00 |Masih besarnya pangsa pasar yang |Peningkatan layanan dalam rangka
1 Unit Kerja . "
Pelayanan BLUD belum terserap peningkatan penetrasi pasar
. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN Rp -|Rp -
HIDUP 100%
A. Penyele Kajian Li 100% Rp -|Rp -
Hidup Strategis (KLHS) Provinsi °
1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS 0 Dokumen Rp -|Rp -
Rencana Tata Ruang
2. Pemantauan dan Evaluasi KLHS 0 Dokumen Rp -|Rp -




lll. PROGRAM PENGENDALIAN -1KU: 61,8 Rp 1.777.305.554,00 | Rp 1.517.647.343,00
PENCEMARAN DAN/ATAU - IKA: 75,48
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - IKL: 68,42
-IKAL: 70,48
- Persentase Penurunan
Emisi GRK Kumulatif: 18,5%)
- Persentase Penurunan
Emisi GRK Tahunan:
31,02%
A F g F d. 100% Rp 1.064.919.553,00 | Rp 950.120.708,00
Kerusakan Li Hidup

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Rp 287.606.145,00 | Rp 225.514.373,00
Pelaksanaan Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Hidup 3 Dokumen
Dilaksanakan terhadap Media
Tanah, Air, Udara, dan Laut

2. Koordinasi, Sinkronisasi Rp 442.168.408,00 | Rp 405.115.370,00 |Kegiatan telah dilaksanakan sesuai -
dan Pelaksanaan Pengendalian 6 Dokumen rencana
Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi
dan Adaptasi Perubahan Iklim

3. Pelaksanaan pemantauan kualitas Rp 335.145.000,00 | Rp 319.490.965,00
Lingkungan Hidup terhadap Media
Tanah, Air, Udara, dan Laut 17 Lokasi

B. P P an Rp 223.060.001,00 | Rp 218.645.627,00
d: Kerusakan Li 100%
Hidup

1. Pemberian Informasi Peringatan Rp 223.060.001,00 | Rp 218.645.627,00 |Pada rincian sub kegiatan Pembuatan | Pada rincian sub kegiatan Pembuatan
Pencemaran dan/atau Kerusakan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan Bidang
Lingkungan Hidup pada Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup Tahun Lingkungan Hidup Tahun 2025, perlu adanya

2Laporan 2025, kuran terkait bah tuk
§ gnya anggaran terkai penambahan anggaran untuk penyusunan
penyusunan dokumen teknis dokumen teknis Perda/Perkada.
Perda/Perkada.
C. Pemulihan Pencemaran dan/atau Rp 489.326.000,00 | Rp 348.881.008,00
Kerusakan Lingkungan Hidup 100%
1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Rp 489.326.000,00 | Rp 348.881.008,00 |Belum maksimalnya koordinasi antar |Diperlukan penguatan koordinasi multi-pihak
Pelaksanaan Restorasi lembaga dan pemangku kepentingan |(KLH/BPLH, Pemda, swasta) melalui rapat
(pemerintah, swasta, masyarakat), koordinasi rutin, penyelarasan data dan
4 Kegiatan data yang tidak sinkron, tumpang informasi sebagai dasar pengambilan
tindih program, perbedaan prioritas keputusan dan penegakan hukum terhadap
(ekonomi vs ekologi). pelanggaran pembukaan lahan di gambut
lindung.
2 Koordinasi dan Sinkronisasi Rp -|Rp -
Rehabilitasi 1 Kegiatan
IV. PROGRAM PENGELOLAAN . Rp 95.553.955,50 | Rp 79.372.309,00
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 0.465 Poin
A. F K Hayati Rp 95.553.955,50 | Rp 79.372.309,00
Provinsi 100%

1. Penyusunan dan Penetapan Rp 4.060.000,00 | Rp 3.580.000,00 |Kegiatan telah dilaksanakan sesuai DLHP akan bermitra dengan pihak ke-3
Rencana Pengelolaan 1 Dokumen rencana dalam pengelolaan keanekaragaman hayati
Keanekaragaman Hayati

2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 0Ha Rp -|Rp -

(RTH)

3. Pengembangan Kapasitas Rp 80.423.955,50 | Rp 65.095.309,00 |Kegiatan telah dilaksanakan sesuai  |DLHP akan bermitra dengan pihak ke-3
Kelembagaan dan SDM dalam rencana dalam pengelolaan keanekaragaman hayati
Pengelolaan Keanekaragaman 5 Orang

£} 9
Hayati
4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana . Rp -|Rp -
R 0 Unit
Keanekaragam Hayati

5. Pengelolaan Taman Rp 11.070.000,00 | Rp 10.697.000,00 |Kegiatan telah dilaksanakan sesuai DLHP akan bermitra dengan pihak ke-3

Keanekaragaman Hayati di Luar 1 Unit rencana dalam pengelolaan keanekaragaman hayati

Kawasan Hutan




V. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN

100%

Rp

101.092.000,00

Rp

100.341.488,00

A. Pengumpulan Limbah B3 Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi

100%

Rp

101.092.000,00

Rp

100.341.488,00

1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin
Pengumpulan Limbah B3
Dilaksanakan Melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

1 Dokumen

Rp

37.552.000,00

Rp

37.240.000,00

N

. Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengelolaan Limbah B3 dengan
Pemerintah Pusat dalam rangka
Pengangkutan, Pemanfaatan,
Pengolahan, dan/atau Penimbunan

1 Dokumen

Rp

63.540.000,00

Rp

63.101.488,00

\'/

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)

17%

Rp

269.230.109,00

Rp

262.797.878,00

A. Pembinaan dan Pengawasan Izin
Lingkungan dan Izin PPLH yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi

100%

Rp

269.230.109,00

Rp

262.797.878,00

1. Pengawasan Perizinan Berusaha
atau Persetujuan Pemerintah terkait
Persetujuan Lingkungan yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi dan Peraturan Perundang-
undangan di bidang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

25 Badan Usaha

Rp

269.230.109,00

Rp

262.797.878,00

Vi

PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA),
KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG
TERKAIT DENGAN PPLH

2 MHA

Rp

12.000.000,00

Rp

11.777.998,00

Dikarenakan adanya perubahan
nomenklatur pada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
menjadi 2 kementerian terpisah, maka
kegiatan inventarisasi Masyarakat
Hukum Adat bukan lagi menjadi
kewenangan Kementerian Lingkungan
Hidup melainkan menjadi
kewenangan dari Kementerian
Kehutanan yang membawahi Dinas

Berdasarkan kewenangannya, kegiatan
inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
berada di bawah tugas pokok dan fungsi
Dinas Kehutanan.

A. Peningkatan Kapasitas MHA dan
Kearifan Lokal, Pengetahuan
Tradisional dan Hak MHA yang
terkait dengan PPLH

100%

Rp

12.000.000,00

Rp

11.777.998,00

1. Pemberdayaan,
Kemitraan,
Pendampingan dan Penguatan
Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal,
Pengetahuan Tradisional dan Hak
MHA terkait dengan PPLH

1 Dokumen

Rp

12.000.000,00

Rp

11.777.998,00

Vil PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT

IKLH: 68,19

Rp

565.721.561,00

Rp

505.768.457,00

A. Penyelenggaraan Pendidikan,
Pelatihan, dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Provinsi

100%

Rp

565.721.561,00

Rp

505.768.457,00




(PPLH) Provinsi

1. Pendampingan Gerakan Rp 104.015.714,00 | Rp 101.838.649,00 |Pada kegiatan Saka Kalpataru belum |Pada kegiatan Saka Kalpataru, diperlukan
Peduli Lingkungan Hidup dilaksanakan secara optimal, usulan penambahan anggaran
dikarenakan adanya keterbatasan
anggaran
1 Dokumen

2. Penyelengaraan Penyuluhan dan Rp 399.880.347,00 | Rp 352.396.619,00 |Pada sub kegiatan kampanye Diperlukan usulan penambahan anggaran
Kampanye Lingkungan Hidup lingkungan hidup, selain adanya dan memperhatikan kembali efisiensi waktu
Tingkat Daerah Provinsi keterbatasan anggaran dibutuhkan pelaksanaan rangkaian kegiatan penilaian

waktu dalam persiapan kampanye lingkungan hidup, sebelum

penyelenggaraan peringatan Puncak |melaksanakan puncak peringatan Hari

Hari Lingkungan Hidup Sedunia Lingkungan Hidup Sedunia (HLHS) agar

1204 Masyarakat/Kelompok (HLHS). Hal ini dikarenakan dapat dilaksanakan tepat waktu.

Masyarakat Penyelenggaran puncak HLHS dapat

dilaksanakan setelah seluruh

penilaian penghargaan lingkungan

hidup seperti Adipura,Adiwiyata,

Kampanye Lingkungan, Proklim,

Karhutla, IKPLHD dan Kalpataru telah

selesai dilaksanakan.

3. Penumbuhan Kesadaran Keluarga Rp 61.825.500,00 | Rp 51.533.189,00
dalam Peningkatan Kualitas
Kelestarian Lingkungan Hidup 50 Keluarga

4. Peningkatan Kapasitas dan Rp -|Rp -

Kompetensi Sumber Daya Manusia
Bidang lingkungan hidup untuk
Lembaga pendidikan 0 Lembaga
formal/lembaga
masyarakat/komunitas/kelompok
masyarakat
IX PROGRAM PENGHARGAAN Rp 625.431.592,00 | Rp 600.279.891,00
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK IKLH: 68,19
MASYARAKAT
A. Pemberian Penghargaan Lingkungan Rp 625.431.592,00 | Rp 600.279.891,00
Hidup Tingkat Daerah Provinsi 100%

1. Penilaian Kinerja Rp 625.431.592,00 | Rp 600.279.891,00 [ 1. Pada rincian sub kegiatan 1. Pada rincian sub kegiatan Pembinaan dan
Masyarakat/Lembaga Pembinaan dan Penilaian Sekolah Penilaian Sekolah Adiwiyata, diperlukan
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Adiwiyata , terdapat jarak tempuh ke | pengaturan waktu yang tepat agar
Pendidikan/ Filantropi dalam lokasi beberapa sekolah calon pelaksanaan kegiatan dan verifikasi
Perlindungan dan Pengelolaan Sekolah Adiwiyata yang cukup jauh. |lapangan dapat dilaksanakan secara efisien.
Lingkungan Hidup Anggaran yang belum memadai Selain itu, perlu adanya usulan penambahan

sehingga pelaksanaan kegiatan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun
186 Entitas pembinaan dan penilaian Sekolah 2026.
Adiwiyata belum optimal. 2. Pada rincian sub Kegiatan Apresiasi
2. Pada rincian sub kegiatan Apresiasi|Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bidang Lingkungan Hidup dan (Kalpataru), perlu dilaksanakan sosialiasi
Kehutanan (Kalpataru), kurangnya terkait Penghargaan Kalpataru di 17
masyarakat yang peduli terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
lingkungan, sehingga calon penerima |Selatan.
penghargaan masih sedikit.
X PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN Rp 170.915.487,00 | Rp 161.308.685,00
LINGKUNGAN HIDUP 38%
A Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Rp 170.915.487,00 | Rp 161.308.685,00
di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup 100%




1. Penyelesaian sengketa lingkungan
hidup yang ditangani yang menjadi
kewenangan Provinsi

0 Perkara

Rp

Rp

2. Pengelolaan Pengaduan
permasalahan Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
tingkat Provinsi

20 Pengaduan

Rp

170.915.487,00

Rp

161.308.685,00

XI PROGRAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

45,00

Rp

232.073.000,00

Rp

171.999.073,00

A. Penanganan Sampah di TPA/TPST
Regional

100%

Rp

232.073.000,00

Rp

171.999.073,00

1. Pelaksanaan pemantauan,
pembinaan, verifikasi dan
pengawasan atas penerapan
Rencana, Kebijakan dan Teknis
pengelolaan Sampah Regional

1 Dokumen

Rp

98.893.000,00

Rp

98.197.343,00

Koordinasi, sinkronisasi dan
pemantauan pelaksanaan
pengelolaan sampah di
kabupaten/kota

1 Dokumen

Rp

133.180.000,00

73.801.730,00

Anggaran belanja alat/bahan untuk
tempat sampah belum
memperhitungkan pajak sehingga
pada waktu pengadaan barang, harga
tempat sampah tidak sesuai dengan
harga di E-Catalog.

Untuk penganggaran ke depannya,
disesuaikan dengan harga e-catalog atau
harga satuan baku.

Palembang,
- SYQUINGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

31 Maret 2026
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